BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 5Y TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Menimbang

Mengingat

DAN BANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 671161 Email . info@pemdasitubondo.go.id
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN: :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolchan hak atas tansh
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan daerat

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah



(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,  menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah;

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

12. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

13. Dokumen terkait Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagiban pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausshakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



(2) Prosedur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur peneclitian Surat Setoran Pajak Dacrah BPHTB (SSPD
BPHTB),

d. prosedur pendafiaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

¢. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akia pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib
SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas
kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunansebaga:mmdunaksudpadaayat(Z)hmufdadalahpmsedm

n akta kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan
akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang
Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan
Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar
Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh kepala satuan

kerja perangkat daerah yang membidangi.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan
atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi harus
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;



b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

{(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan

pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB

BAB I
‘SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Pertama

Pasal 4
(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan mefalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal §
(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Dacrah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan.
(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak -adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pasal 8
(1) Wajib Pajak melakukan pendafiaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi dapat melakukan
kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendafiaran
Pemindahan Hak

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
{2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10
(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan
dan/atau PPAT.
(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB
dariBankyangDiamjuMBendaharaPeneﬁmaanpaﬁnglmbatpada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada
Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BABIV
FASHATASI

Pasal 13

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi melakukan
fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi,
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan
peraturan Bupati ini.



BABYV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai landasan
operasionalisasi pelaksanaan pemungutan BPHTB akan diatur dan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati.
BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
Padatanggal ) 2 DEC 2019

Y

H. DADANG WIGIARTO, S.H }L

NIP. 19541010 197603 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 5’«!




LAMPIRANT1 Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal  : Ué FC 2044

Nomor Tahun 2011.

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak
atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

8. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan
dan menyerahkah dokiimen penhdukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Membidangl
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas pengaiolaan Keuangan Daerah
(DPKD). Dalam prosedur ini, DPKD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT
dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang
dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau
Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :
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- memernksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan;
- menyiapkan draft Akta Pemindahan Mak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

4. Kepaia Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya.
Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (3&laku penetima hak atas tanah daivatau banguhan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah garn/bangunan
antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat

Waijib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan
pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan
dokumen pendukung pefolehan Rak atas tanah danvatau bangunhan dari Wajib Pajak.
PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen
pendukung yang daiterima telah lengkap, PPAT Remudian mengajukan permononan
pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Landkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data
yang dibutubkan PPAT uittuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepaia Kantor Bidang
Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian
memeriksa kebenaran data objek pajak dengan meémbandingkan dokumen pendukung
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor
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Bidang Pertanahan. Jika diperiukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak

Langkah §

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen
ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah .

ngkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nitai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai
BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 iembar, dengan perincian sebagai berikut:
> Lembar1 :
Untuk Wajib Pajak.
» Lembar2 :
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Llembar3 :
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
» lLembar4 :
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
» Lembar5 :

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
» lLembar6 :

Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib

Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.
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m Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar
kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima
Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yeng Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima
Bendahara Penerimaan.

istah SSPD BPHTB ini dengan hurnuf cetak kapital atau diketik.

penghitungan WP.

HURUF A

HURUF B

Diisi dengan data WP
Angka 1 s8.d angka 8 Cukup Jelas

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan

yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoieh.

Angka 7 s.d angka 13  Mesupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang
haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi
berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas

-permohonan WP
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah
Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :
Jenis Perolehan Hak | Kode Jenis Perolehan Hak Kod Jenis Perolehan Hak Kod
- Pemindahan Hak 01 -Pemasukan dalam perseroan /badan | 06 | - Pemekaran Usaha 12
- Jual Bel 02 hukum lainnya - Hadiah 13
- Tukar Menukar 03 | -Pemisahan hak yang mengakibatkan | 07 | - Perolehan hak Rumsah Sederhana Sehat; 14
- Hibah 04 peraiihan dan RSS melalui KPR bersubsidi *) 15
- Hibah Wasiat 05 | -Penunjukan pemberi dalam lelang 08 | - pemberian hak baru 16
- Waris -Pelaksanaan putusan hakim yang - Pemberian hak baru sebagai ketanjutan
mempunyai kekuatan hukum tetap 09 | pelepasan hak 17
-Penggabungan usaha 10 | _pemberian hak baru dituar pelepasan hak
-Pelebaran usaha "

HURUF C

*) Dalam hal Perciehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebageimana diatur dalam keputusan Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. 24/KPTS/AW2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan
sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTSMW/2004 dan rumah Susun Sederhana yang
dilakukan melalui Kredit Pemilikan
Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.
60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

Diisi dengan akumuiasi atas-nilai-nilai perolehan: hak yang pemah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini,
dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau

berdasarkan huruf D.d huruf C tidak periu diisi

Angka 1  Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana
huruf B angka 14. Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB
sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pemah menerima peralihan hak,
maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pemah

Angka 2  Diisi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten Situbondo, yang ditetapkan oleh Bupati
(informasi mengenai besamya NPOPTKP dapat diperoleh melatui DPPK setempat)

Angka3  Cukup Jelas
Angka 4 Diisi dengan hasil perkaian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarf pajak sebesar 5%
sesuai peraturan perundang-undangan
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HURUF E  Diisi dengan memberi tanda “X* pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Hurufa. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Hurufb.  jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan
Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
mr(m),mmxmmmmmrmmmmxmm
Tambahan (SKBKBT)

Huruf c. jhwmimmmmmwmmwmmmmm
huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hurufd. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf ¢, seperti setoran berdasarkan SK
Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumiah pajak yang harus
dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.
e Jika E-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan D-4.
. JkaE—bdipilih.mdmjwnhhm:ajmhhuﬂaiyangdiWndiE—b
. mscmmmmmmmmmmmmaEc
. JitaE-ddipiﬁh.maknjumlahmmnseiunlahnilaiyangdinyaukan(ﬁE-d
Jumiah setoran tersebut dilsi dengan angka (datam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan: mmwmmmmmmmnmmo,mwpmmmssmmmm
mmmmwﬂm'pmmnmmsm.sspommwmmmwmmw
mmmmmmnmwmmunmvmmlmm).
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D. Bagan Alir
Prosadur Pengurusan Akta Pemindshan Hak atas Tanah darV stau Bangunan
Uraian A i Pejabet Pembuat Akta Taneh Kepala Kantor Bdang

1. Wejib pajak (penerima hak) mengurus perolehan

hak atas tansh den atau bengunan ke PPAT dengan Dolkumen teriait
menyerahkan dokumen terkait peroiehan hak &tas| | pecolenes ek ates Peroiehan Hak Atas
tansh dan/ atau bangunan. tansh dan steu mmmm
bangunan ke PPAT
2. FPAT menerima dokumen perolehan hak derl \-/r_\
Wejib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenal objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Memerikes date
Pertanshan. teriknit objek pejak
ke Kepais iantor <

Bideng Rertanshen Menyediskan deta
3. Kepeala Kantor Bidang Fertanahan menyediaken wp'g:‘rgmumm
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkailt ) pamerikeaan objek
pemeriksaan objek pajak. pajak
4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah darV atau Bangunan,

iamn
Formulir 88PD-
BPHTB

5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta
Pemindshan Hek stas Tanah dan/ stau Bangunen.

$. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT . PR ®
nenerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas lembar)
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SEFD-BPHTB.

e I !
i \kh; ””k&m L [2
T hoomo @
: Acigon T 'f B
R |__¥ é H. DADANG WIGIARTO, S.H ﬂ
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 1
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar

N ( SSPD - BPHTB ) Unfuk Wl P
KABUP JBONDQ BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
e PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) pembayaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :

A 1. Nama Wallb Paak LT TTTTTT
2.NPWP :

3. Alamat Waiib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:

7. Kabupaten/ota: 8.kodePoss [ | | | | |

B nomoroberpaakvorpee: | | | [ [ ] LT T CT 1] CTT] CT1T11 O

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan/Desa: 4. RTIRW:
r-q?. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBE:
Uraian {mmww:::mm { Disi NJOPPBB/m’ Luas x NJOP PBB/m?
___heloya diperoloh ) /a le" W

Tanah ( bumi) 7 m | 9|Rp 1
Bangunan 8 m [10{Rp 12

noPPEB:  |13[Rp
15. Jenis percehan hak atas tanch dan atau bangunar: | | | W, Hargatransalsi / Niai pasar: | Rp I

&
I~
©

&
%
3

16. Nomor Sertifikat :
C. PENGHWUNGANBPHTB(W&WMMW&P&) Datam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) memperhatikan nitai pada B.13 dan B.14 11 »
Niiai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2| P o,
_&WMMWM(W) agatl-age2 3] P
4a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang HNxaghad (4] P
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pembesian hak pengelolaan *) O%xangiad 15| p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6| »
D. Jumiah Setoran berdasarkan: Uniuk disetorkan ke rekoning Kas Negara qq. BPHTBMAP: [0 ] 1] 5 [1]
[ a. Penghitungan Waiib Pajak
[] b. STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT*)  Nomor:_ Tanggal ;
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri karena: D]% Berdasarkan Peraturan Bupati No :
d.
Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:
R i
*) Coret yang tidak perlu
............ e, MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISI
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Nama dan tanda tangan | Nama lengkap, stempel dan tanda tangan | Nama dan tanda Nama dan tanda
diisl
oloh petugas Nomor Dokumen HEERgRERERERE

| L]
| L] | | il | [

|
e L
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 2
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar

( SSPD - BPHTB) Untuk PPAT  NOTARS

KABUPATEN SITUBONDG BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN : _
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebéh dahulu.

A 1. Nara Wao ok HEEEEEEEN

2.NPWP
3. Alamat Wajib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:
7. Kabupaten/ota: 8.kodePos: | | | | | |
. trnomoromekpaskevompes: | | | L | | LT T ] U1 1 CTT) CITTT O
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan/Desa: 4. RTRW:
(-\?.Kewnamn: 6. Kabupaten/Kota:
NJOP PBB:
Uraian (Wmm'#zfuupmm (WWP&% Luas x NJOP PBB/m?
Tanah ( bumi ) 7 m | 9|Rp 11 |Rp —
Bangunan 8 m? {10|Rp 12|Rp P
NJOP PBE: 13Rp 11+ 12

15. Jons perclehan hak atas tareh dan atau bangunan: | | | 14. Harga transaksi / Niai pasar: | Rp |
16. Nomor Sertifikat

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Datam Rupiah
Niai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) mempeshatican nila pada B.13 dan B.14
Niai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTIP )
|~ Poroleian Objek Pajak Kena Pek  NPOPKP ) gt 1—argta?
 a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang o xaga3
Pengenaan 50% karena waris/ hibsh wasiat / pemberian hak pengelolaan ) Promp—"
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar >

D. Jumiah Setoran berdasarkan: Untuk disetorkan ke rekening Kas Negaraqq. BPHTBMAP: (0] 1[5 1]
[] 2 Penghitungan Waib Pajak |
[C] b STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT®)  Nomor: Tanggal :
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri karena: Dj% Berdasarkan Peraturan Bupati No :

d.
Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:

viviv| vV

DN ] W N -

............ gl MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISL
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT /NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Nams Gan tanda tangan | Nama lengkap, stcmpel dan tanda tangan | Nama lengkap, stcmpel dan tands tangan | Nama lengkap, sicmpel dan tanda tangan |
olet petagss mm:l[}l} NEEE L1
l

L] L]
e L L LT DT CET | | [

DPKD. BPHTB 1.1 - 01 Lembar 1/5 - Wajb Pajak q/




LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal :(.2 DEC i
Nomor . 5y Tahus 2011.

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA
HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu
melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang untuk:

menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
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yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

= Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
=« Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
= Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
s  Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
* Lembar5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
= Lembar6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi
Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani
SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB
terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunju/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian
besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5
dan 6 disimpan sedangkan iembar 1-4 dikembalikan ke Waijib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPK.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 5
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar
( SSPD - BPHTB) Bonk Bandahar
KABUPATEN SITUBONDO BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 'a"a""m"a_

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :

PERMATIAN: Bacaiah petunjuk pengisian pada haiaman betakang lembar ini terleblh dahulu.

A 1.NamaWaibb Pajak HEEREREEN
2.NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:
7. KabupatenKota: 8.kodePos: | | | | | |
8. t.nomoronekpaakevoreee: || | [ 1] (LT I 0] LT LTI [
2. Letak tanah dan alau bangunan:
3. Kelurshan/Desa: 4. RTRW:
/-\‘S.Kawnatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Uraian (wmm'&':»::: ngunen yany (wmw%%%w Luas x NJOP PBB/m?
Tanah ( bumi ) 7 m | 9|Rp 1Ry —
Bangunan 8 m? [10}{Rp 12|Rrp T
noPPes: |13 Rp 11+ angha 12
16. Jenis perolehan hak atastanah dan atau banguran: | | | 14, Harga transaksi / Niai pasar: | Rp |
16. Nomor Sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam Rupish
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 L
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2] P
%WWWWMM(W) agat-ag2 | 3| P
Jea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ferutang Hxagad |4 P
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) xangad | 5[ p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6| »

D. Jumiah Setoran berdasarkan:
[ & Penghitungan Wajib Paiak

Unuk cisetorican ke rekening Kas Negara qg. BPHTBMAP: [0 [ 1[5 1]

[C] b STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT*)  Nomor: Tanggal:
[] . Pengurangan dihitung sendiri karena: D:]% Berdasarkan Peraturan Bupati No :
d

Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:

[ Re
*) Coret yang tidak perts

................................. MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISI
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Nama dan tanda tangan | Nama iengkap, stempel dan tanda tangan | Nama lengkap, stempel dan tanda tangan | Nama dan tanda
,".:.;.:,.(..::: NomorDokmen: | | | | | | || REEEEREEN
vereata: | | | || LT LT T OTTY [ [ ]

DPKD. BPHTB 1.1 - 01

Lember 15 - Wajib Pajak @
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 6
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar

( SSPD - BPHTB ) Berk Yang D

Bendahara

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerima
PBB Sebacai
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) DPID

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A 1. NamaWafb Pajak HEEEEEEEE
2.NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:

7. KabupatenKota: 8.kodePos: | | | | | |

5. tnomoronekpaaevompee: [ | | (1| [T (TT] CTT] CITT]

2. Letak tanah dan atau bangunan;
_ 3. Kelurshan/Desa: 4. RTRW:
/8. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB.
Luas NJOP PBB/m?
Urai i
raian ( Difsi lues dmdau) yang (oﬁmm Luas x NJOP PBB/m?

Tanah ( bumi) 7 me | 9)Rp 11|pp

Bangunan 8 m? |10{Rp 12|Rrp

NjoPPBB:  |13|Rp

15. Jonis peroiean hak aas tarch dan atau bangunan: | | | 14, Horga transaksi / Niai pasar: | Rp |
16. Nomor Sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya ditsi berdasarkan penghitungan Wajb Pajak ) Dalam Rupizh

Nitai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14

Nitai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )

|77\l Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angla 1- angka 2

dea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang xangka3

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pembesian hak pengeloiaan *) 50% x angka 4

o|loalslw| |-
viviviv|iV|Vy

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

D. Jumish Setoran berdasarkan: Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTBMAP: [0 1]5]1]
[C]  a Penghitungan Waiib Pajak
[C] b STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT*)  Nomor: Tanogal:
D ¢. Pengurangan dihitung sendiirl karena: ED% Berdasarkan Peraturan Bupati No :

d.
Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:

............ teli MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISI
WAIJIB PAJAK / PENYETOR PPAT /NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Nama lengkep, stempel dan tanda tangan | Nama lengkap, stempel dan tanda tangan | Nama , dan tanda Nema den tanda
,:;..gf:}mm: (1 O OO0 O
| (11 [T | [

worpegben: | | | [ | ] | ]

DPKD. BPHTB 1.1 - 01 ’ Lembar 1/5 - Wajb Pajak
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D. Bagan Alir

Prosedur Pembayaran BFPHTB oleh Penerima Hak Tansh darv atau Bangunan

Wajib Pajak
Uralan Selaku Penerima Hak

Bank yang Ditunjui/ Bendahara Penerimasan

1. Berdasarkan prosedur pengurusan aicer
pemindahan hak, maka Wejlb Pajak menerima SE8FD-
BPHTB dari PPAT.

2. Wejlb Pajak membeyar BPHTB terutang dan
menyerahikan SSFPD-BFHTB kepada Benk yang
Ditunjuk/ Bendahera Penerimaan.

mengarsip SSPD-BFHTB lember 5§ den 68, dan
SEPD-

4. Wajib Pajak menerima SEFD-BPHTB lember 1, 2, 3,

cdean 4.
T
Menyampaiken
5. vielo Pk Kemucten mengeuiam permohonen P LSzt
: h?;"a“ 3 BUPATI SITUBON
| lp.puron |
_ kaorrp H. DADANG WIGIARTO, S.H
Aasen®
~..._.,...' Cekda jé j’ ;
H



~

LAMPIRAN III Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal :{) 2 DEC 20
. B4 T

14
Nomor ud 2011,

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BPHTB
(SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum
dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Waijib Pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi
maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan
berwenang dan bertugas untuk:
- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan
data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi
berwenang dan bertugas untuk :
- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
dan
- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.
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C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wiaijib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk
penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas: ‘
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD
BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin
Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Waijib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperiukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitan SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB
(lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
kemudian mengajukan pemmintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi
dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem
database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan
informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari
Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran
data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB
berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi
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tertentu, DPPK berhak meifakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data
secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah §

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB
(lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai
dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3)
kepada Wajib Pajak.

Langkah 6
Waijib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 4
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | Lembar
( SSPD - BPHTB ) Untuk DPKD
Dalam Proses
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Penelitian
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A 1. NamaWaiib Pajak: HEEEEEEEE
2. NPWP :
3, Alamat Waiib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:
7. KabupatenKota: 8.kodePoss | | | | | |
B. tNomorobiekPaskvoreee: | | | L1 | L1 (] LT O] OCTTT O
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurshan/Desa: 4. RTRW:
77~\6-Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Uraian (wmw‘#:&mm (wmpé"&n Luss x NJOP PBB/m?
haknye doeroleh | Dorionans hok ] g el
Tanah ( bumi ) 7 m | 9)Rp " iRp angia Tx anga § |
Bangunan 8 m? 10| Rp 12|Rrp T
njopPee: | 131Rp i~ anga 72|
15. Jeni perolehan hak atzstanh dan atau bangunan: | || 14, Harga ransabsi / Nlai pasar. | Rp ]
16. Nomor Sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya dis berdasarkan penghitungan Waj Pajak ) Dalam Rupizh
Nitai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1| »
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2/ » ...
| ~tiai Porcehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPICP) ayai-agaz |3 >
2a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Hxagiad | 4| B
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) %xanghad 15! p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6l p
D. Jumiah Setoran berdasarkan: Untuk disetorian ke rekening Kas Negaraqq. BPHTBMAP: [0 1[5]1]
[] 2 Penghitungan Waiib Pajak
[] b. STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT*)  Nomer: Tanogal :
[] . Pengurangan dititung sendiri karena: D]% Berdasarkan Peraluran Bupati No :
d.
Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:
LR |
*) Coret yang tidak pers
............ tgh MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISI
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Noma dan tanda tangan | Nema lcagkep, sicmpel dan tands tangan | Nama lengkap. sicmpel dan tanda tangan | Nem longkep, sicmpel dan tanda tangan |
,";.:,.é:". NomorDokmen: || | | | | [] REREEREER

JPKD. BPHTB 1.1 - 01 Lembar 1/5 - Wajb Pajek Q,
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I CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD l

Lamgiran - 1 (saty set

Hel : Penyampaian SSFOBPHTB urtuk diteliti

Dinas Pengelolaan Keuvangan Daerah

Kabupaten Situbondo

Yéng bertanda tengen d bawehini :

Nema Waiib Pgjak :

NP 1t ede e e v ryedtd
Aamet :

Bersamaini menyampaikan SSPO-BPHTB untuk diteliti at as perclehan hak atastanah dan/ aaubangunan
sebagal berikut

NP N N N N Y A I I N N I A I O

Alamet

Dese/ ielurahan
Kabupetery 1ota

Terlampir ddaimen sebagsi berilait :

(1) SSO-BRHTByang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTFD) / S5PO-BPHTB disertal Buldi
Penerimaen Daerah (BPD)*)

(2) Fotokopi SPPT atau SITS Sruk ATM bukti permbelyaran PEBY Bukti Fembeyaran PBB
lainnyaTehun........... * .

(3) Fotokopi idertitasWalib Peak benupa.............c.cnoreeerecimeeciecneneee -

(4) Srat Muasadari Wajb Pejek **)

(5) Fotokopi idertitasKuasaWgjib Pejak* *)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

Demikien disampaikan untuk dapat dildlasan penditian SSFOBPHIB
Keterangan 2

‘) coretyangtidekperlu Wab paid K= Walb Pk *)
“*) dalam hal dkuasalean

Stelah melakulken pemeriksaan dan penelachan SFD-BFHTBden dokumen pendulungdari Wajib Pajak, dengan ini kam menyataian
bahma:

- Data objek pajak yang tercantum dalam SEPD BPHIBtelah sesual
- Nia BPHTBtentang yang tercantum dalam S5PD-BPHTB telah sesual

- Dokumen pendukung perolehan hak etas tanaly dan bangunan teleh lengkap
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal.1

FORM PENGA.UAN DATA

Dengan hormet,

Sehubungan dengan proses penelitian S5FD-BPHTByang sedang berjalan, dengan ini kami menggjukan
permintaan dataterkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

NamaWgjib Pgak :

NPWP SR EEEREEEEEEEEEREEE

Serta data objek pgak atas
bomorhjekrake@do [T ] (1] (T 1 (L1111 ]0

Atas perhatian dan kerjasamanya iami mengucapkan terimakash.

Fungsi pelayanan
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal.2
DATA OBIBCPARK

Dengen Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHIB, yaitu:

1. NamaWsjib Pgjak
2. NPVP O OO 014 IOI111 4
3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :

a
b.
c
d.
e.
anomorcnjekPaiakvod [T [T [(T11 (T O 01 117 O
5. Letak tanahv/bangunan:
6. Kelurahan/Desa 7. RT/RN:
8. Kecamatan 9 Kabupaten/Kota:
Penghitungan NOPPBB:
Luas NJOP PBB/ m*
Uraian (Diisi kmstensh dan staubengunan|  (Diisi berdesarkan SPPT PEBtahwn Luas x NJOP FBB/ m?
yang haloya terjadinys
diperoleh) parolehan hak/ tshun...._)
Tansh (bumi) 7 m g 11|Ro
Bargunan 8 m10{ 12|Rp
NOPPEB  |13|Rp

{Ssmoga data ini dapat bergunadalam proses penelitian SSPFO-BRHTB. Terimaasih

Fungsi Pengelolaan Data

& Informasi
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Uralan

Waljib Pajak
selaku Penerima Hak

Fungsi Pelayanan

Fungsl Pengolahan Data &
Informasi

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menylapkan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak
kemudian mengajukan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen
pendukung lainnya ke Fungsi Pelayanan.

2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian
SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan
mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi
Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan
Form Pengajuan Datse.

3. Fungsi Pengoiahan Data & informasi menyediakan
data terkait objek pajak dengan membuka database
objek pajak.

4. Fungsl Pengolahan Data & Informasi mengisi data
aobjek pajek pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahkan
Form Pengajuan Data kepada Fungsl Pelayanan.

8. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan
lampiran-lampiran pendukung berdasarkan data objek
pajak yang diterima darl Fungsi Pengolahan Data &
informasi.

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB
dan menyerahkannya kepada Waljib Pajak.

Mengajukan deta
terkalt objek pajak

u.n

Data

Penelittan
SSPD-BPHTB

88PD-BPHTS

Pe

nge|

Form
juan

Dutabase Objek
Data Pajak

Penyiapsn Date
Terkait Obyek
Pajak

om
Pengajuan

Date (Terisi

BUPAT! SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H




LAMPIRAN 1V Peraturan Bupim Sltubondo

Tanggal UZ DEC 2
Nomor __: Tén 2011.

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA
KE KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak
kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah darvatau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan
dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:
- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang
dan bertugas untuk:
- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.
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C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak
memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak
penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan
SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian
menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip
SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian
menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor
Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah §

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal
4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah
ditandatangani kepada Wajib Pajak.

La h 8

Waijib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 3
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar
( SSPD - BPHTB) Untuk Kantor
— BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
KABUPATEN SITUBONDS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

HEEEEEEER

A 1.NamaWaib Pajak:
2. NPWP :
3, Alamat Waiib Pajak:
4, Kelurzhan/Desa: 5, RTRW: 6 Kecamatan:
7. KabupatenKola: 8.KodePos | | | | | |

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:
2. Letak tanah dan atau bangunan:

O O OO 0O O 11 O

3 KelahenDess: 4. RTRW:
s, Kecamatan: 6. Kabupaten/Kot:
.~ Penghitungan NJOP PBB:
Uraian (oiﬁmm!&-':’»gus;ufwmm mwu“i.ﬁ%"ﬁm Luas x NJOP PBB/ m?
Tanah  bumi ) 7 m | 9{Rp 1|rp —
Bangunan 8 m |10{Rp 12|Rp S—
njoPPBB:  |13|Rp T
16. Jonis perlehan hak atas tanch dan atau bangunan: | | | 14, Horga transakei / Nilai pasar: | Rp ]
16. Nomor Sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya disi berdasarkan penghitungan Waib Paiak ) DalamRupizh
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) memperhatikan nitai pada B.13 dan B.14 1| »
Nitai Perolehan Objek Pajak Tidsk Kena Pajak { NPOPTKP ) 2l » ..
/"al Perolehan Objek Pajak Kena Pajak  NPOPKP ) agat-angra2 | 3| B
[ 2 Perolohan Hak atas Tanah dan Bangunan yang teutang xagal | 4]
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pembesian hak pengelolaan *) Dxagad (5| p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 p

D. Jumiah Setoran berdasarkan:
] = Penghitungan Waib Pajak

Untuk disetorian ke rekening Kas Negaraqq. BPHTBMAP: | 0| 15 1]

[] b STPDBPHTB/SKBKB/SKBKBT*)  Nomor: Tangga:
[] c. Pengurangan dititung sendiri karena: E[]% Berdasarkan Peraturan Bupati No :
d.

Jumiah Yang Disetor Dengan angka: Dengan huruf:

R |
*) Coret yang tidak perks

................................. MENGETAHUI DITERIMA OLEH : TELAH DIREVISI
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN / BPHTB DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Nexna lengkap, stempel dan tnda tangan | Nama lenglap, sicmpel dan tanda tangan | Nama lengkap, stcmpel dan tanda tangan | Nama lengkap. stempel dan tanda tangan |
,"% Nomordokmen: | | | || | L0
nopPeBban: | | | | | | | | LI [ TT] [

DPKD. BPHTB 1.1 - 01

Lembar 1/5 - Wajib Pajak l{
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D. BAGAN ALIR

Prossdur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak stas Tanah darv atau Bangunan ke Kapele Kantor Pertanahan

Uralan Wajib Pajak Sslaku Penerima Hak Pejabat Fembuat Akta Taneh Kepala Kantor Bidang

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan
prosecdur penelitian, Wajib Pajak menerima SE8FD
BPHTB lembar 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lalu
memberikan SEFPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada
PPAT.

2. Berdaserken transeial pembayaran FFh di
Kantor Felayanan Peajak, Wajib PFajak juge
menyerahkan Bukti Penerimaan SEP Fasal 4 ayat
(2) kepada PPAT,

3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas
TJanah darvatau Bangunan. PPAT kemudian
menylapkan pengajuan pendaftaran hak atas
tanah stau perallhan haek atas tanah. PPAT
mengersip S8FD BPHTE lember 2.

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah darv atau Bangunan, SSFD BPHTB lembar 3,
dan Bukti Penerimaan S5° Pasal 4 ayat (2) kepada
Kepala Kentor Bidang Pertanahan.

5. Kepala Kantor Bidang Fertanahan menelasah
pengajuan dan memperbsharul dafter perolehan/
peralihan hak atas atas tansh. Kepala Kentor
Bidang Pertanahan mengarsip S8FD BRHTB
lembar 3.

6. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan
Akta Pemindahan Hak Atas Tansh dan/stau
dan Bukti Penerimaen SEP Pasal 4 ayat

Bangunan
(2) kepada FPAT.

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyerahkan Akta Femindahan Hak Atas Tanah
dan/ atau Bangunan kepada Wajlb Pajak.

BUPATI SITUBON
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LAMPIRAN V Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal : () 2 DEC 201
Nomor . Tahun 2011.

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat
Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk
berwenang dan bertugas untuk:
- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan

atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini

Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran
tunai;

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah;

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran
BPHTB dari Waijib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan
kas daerah;
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menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;
menyiapkan Register STS; dan

mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Waijib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas
untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD
berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi
Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:

menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;

menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT; dan

menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang Diterima Melalui Bank yang Ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5
dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak
yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

kah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota
Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.
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Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas
setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4
Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara

Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah §

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang Diterima Melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga
mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

La h3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.
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C.3. Peiaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB
lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pefaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah darnvatau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima
dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &
Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun
Laporan Realisasi PAD.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN

Daerah Kerja

Bulan
Tahun

Didalam Tabel
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom §

Kolom 6
Kolom 7

: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti Contoh : DR. JONI!

WINARKO, SH, MH atau DR. ASIK SUWARDI, MM

: Alamat PPAT yang bersangkutan.

: NPWP PPAT yang bersangkutan.

: Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan.
. Situbondo

: Bulan bersangkutan

:  Tahun bersangkutan

: Nomor urut pengisian tabel.
: NomorberdasaikannomoraldayangdibuatPPATyangbersanglum.
: Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal

pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10-2011.

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John

beralamat di JI. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 dituiis;
John (baris 1), JI. Industi Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.8-045.000
(baris selanjutnya).

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).
: Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M

- Hak Guna Usaha =U

- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ RT. 5 RW. 2 terletak di Kelurahan Badean
Ditutis:

- M.373/ Badean (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Badean sebagian (apabila dialihkan )

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak yang
bersangkutan berikut persiinya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang
bersangkutan.



Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Contoh : Verosponding indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 —
1964 ,

Ditulis : V.1 No 47/485 tahun 1960 — 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 385 Blok I1.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok I.D ps.30

: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa

yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Comtoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50
m2 dan lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis  : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak
Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan
dengan terbatasnya lebar kolom)

: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP

pada tahun perolehan/pengakihan.

Contoh1  : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis  : 250.000.000

Contoh2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan
yang ada diatasnya Tanah seluas 100m2 dan bangunan 25 m2 adalah sebagian
tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2. Diketahui NJOP
(SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m2) dan bangunan adalah Rp.
50.000.000 (untuk 25 m2), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya

PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data
diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran

BPHTB.
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: Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan

keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala
Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomar daftar isian (pendaftaran) dan atau
tanggal penyampaian.
Contoh: - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 107 —2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah
wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD BPHTB

REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........
Bendahara Penerimaan :
No. No. TS Tanggal Kode Rekening Uralan Jumiah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 é 7 8
Mengetahui/Menyetujui Situbondo, tanggal ......c.eeeveriiniinnnen
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama Nama

NiP.

NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD :
Periode :
Penerimaan Penyetoran
Nomor |Tanggal No.Bukdi Cara Pembayaran Ro'l((oo:.mg Uralan Jumiah Tanggal No. STS Jumiah Keterangan
1 2 3 4 5 $ 7 8 ? 10 1

Kas di Bendahara

- Saldo Awal

- Jumiah Penerimaan

- Jumlah yang Disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri atas:

a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
¢. Lainnya

------------------------
.......................
ooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooo

........................

Mengetahui/Menyetujul
Pengguna

Situbondo, tanggal .........c.ccuvveen. e
Bendahara
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CONTOH DOKUMEN REGISTER STS
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
REGISTER STS
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN
Bendahara Penerimaan :
No. | No.STS Tanggal Kode Rekening Uralan Jumiah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 é 7 8
Mengetahui/Menyetujui Situbondo, tanggal ......cccceveeeiiinennn
Pengguna Bendahara
Nama Nama
NIP.

NIP.




D. BAGAN ALIR

Prosedur Pelaporan
BPHTB

Uraian Bank yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan Fungsi Pembukuan & Pelaporan

1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 8, Benk yang
Ditunjuk  menerbitkan Nota Kredit atas penerimaan
I:PHTB dart Wajib Pajak.

. Bank yang Ditunjuk menyerashkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan.

3. Berdesarkan SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang
Ditunjuk membuat Register SSPD-BPHTB.

4. Bank yang Ditunjuk memberikan SSPD-BPHTB lembar
6 dan Register SSPD-BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan
Pelsporan.

5. Sementara itu, Bendehara Penerimean menerima
SSPD-BPHTB lembar § dan lembar € atas penerimean
pembayaran BPHTBS secara tunal.

8. Bendahara Penerimaan mencstat penerimaan dslem
Buku Penerimaan & Penyetoran dan membuat Register
SSPD-BPHTB berdasarkan 8SPD-BPHTB lembar 6.

7. Bendsharas Penerimasn kamudian menyerahkan
Reglster SSPD-BPHTB yang dilampirl dengen SSPD-

BPHTB lembar 8 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporen.

8. Sedangkan atas penerimesan Nota Kredit darl Bank
yang ditunjuk, maka Bendahara Penerimaan mencsatst

masn BPHTB dslam Buku Penerimean &
Penyetoran dan Register STS.

. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku
Penerimaan den Penyetoran beserta Register 8TS
kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lember 2 dan
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
|stas Tanah dan/atau Bangunen.

11. PPAT memberikan Laporen Penerblian Akta
Pemindahan Hak atss Tanah dan/etau Bangunan ke
Fungs! Pembukuan & Pelaporan.

12. Fungsi Pembukusn & Pelaporan menerima dokumen
iberupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6,
Buku Penerimasn & Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tenah
idan/atau Bangunan.

13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi

Reslisasi
P,

Pembukuan & Pelaporan menyusun laporan reslisasi

H. DADANG WIGIARTO, 8.H
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LAMPIRAN VI Peraturan Bja)atl
Nomor ;

E ETaﬁin Jo11.

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan
karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang
Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindakianjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang
hingga pada saatjatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD
Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat
Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang
Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib
Pajakjuga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi
BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB
- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar,

salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3
Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan

kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi
Penagihan kemudian mengarsip daftartersebut.

Langiah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB
dicetak rangkap 2.

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB
yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai
dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang

BayarTambahan BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Waijib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yang temyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD
BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang
Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar
SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang

Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah &
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB
Kurang Bayar yang telah dikinmkan kepada Waijib Pajak.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Waijib Pajak.



50

Langkah 9
Waijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran
Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang
Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang BayarTambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang
masih terutang. Pendekatan persuasif, mefiputi:

- Menghubungi waijib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi
Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara menigangsur oleh Waijib Pajak yang tidak disetujui, maka
Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
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La h 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran
yang dikinimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan :

Pemerintah Daerah akan menetapkan Peraturan Bupati mengenai prosedur

penerbitan :

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB
oleh Waijib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak;
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STPD BPHTB

PEMERINTAN KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nomor: Tahun:
Tanggal Ponerbitan:

Jumiah pejak yangterutang yang masih harus dibayar: ( )

Latak Cbjek Pajak [Nama & Alamat Whiib Pajak
Mabupateota @ 000 e
Kecamatan:

Desal Kelurahan:
Aamat:

Tdm&bqutagu R

3 Rengurangan [R.

4. Jamich yang depet diperhitungkan (mngka 2+ sngia 3 D)

5 Pojek yeng kurang dibayar (sngka 1- angia 4 [P

|6 Denda administras 2%xM4bulan xRy, (angka §) )

7. Pojsk yangterutang berdasarkan putusan BPPdilrang _angka 1 )

{8 Pajak yngmasih harusdibayar (5 +6+7) [P

Tanggal Jtvh Tempo: Tompet Pombayaran.

——
1. Surat Tagihan BoaPorolehan Hak atas Tanah & Bangunen T
. s . e KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAER

g;mtm:mnm palinglambet satu (1) buian M ABUS AT S e AR
2 Apabila setelah lewat tanggel jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, meka tindakan penagihan aken ditanjutian
dengen penerbitan Surat Peksa, pelaksanaan sita, dan
Hm .......................




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

JINAYYE

Daftar SSPD BPHTB

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PAJAK YANG MASIN
NAMA DAN ALAMAT WP, SANKS)
NO | LETAKTANAM DAN/ATAUL |NOMORS I“"! A :::,:;‘"'m‘" '“1;::&';"::;‘“6 ADMINISTRAS "““:;:,”Y“ KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp) 445
1 2 : 7 s . 7

£,

Fungsi Pelayanan

NIP

€S

ppuep/oBung




PEMERINTAH

4N

KABUPATEN SITUBONDO
v L‘, j IAAS AR/

Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar

PAJAK YANG MASIH
NAMA DAN ALAMAT WP, SANKS!
NO LETAK TANAM DAN/ATAU NOMOR & ;:::::’:T:!N‘”"AN PNAD‘K ::YNAG‘.:::)AN ¢ ADMINISTRAS! HARUS(RDDI;AYAR KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp) a+8
1 2 3 4 3 6 7

7

Fungsi Pelayanan

NiP

IDADGIP
Bunnd BubA 91K4de 4SS PPYOQ

14



DAFTAR SURAT TEGURAN

"

TANUN ...........
PAMKYANG
NAMA DAN ALAMAT WP,
" LETAX OF, YANG ans | Tamun | Nor,NOBTANGOALSURAT | TANGGAL nu:m;'mu NA:MD::c/umuwW "‘::"’a:“' KETERANGAN
' DMERSMUANSURAT | masx | Ak TRRURAN JATUN TEMPO
TIGUAAN {Rp) {Re) {Ro)
"
1 2 N s » * 7 ’ N )
Fungsi Pelayansn
NI

uonBey joang JOYoq

199
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Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepada Yth,
Noma
NOP
Alomat
SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masth mempunyai tunggakan pajok sebagai berikut:

N e
Jenis Pajak Tahun Pajak T T an
BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR Pembayaran Paiak (Rp)
TAMBAHAN (*) P
(*) Coret yang tidak periu Jumich

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengon Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepaia Doerah
Nomor ... TohmwteMmgPemgtuanokdengonSuothzsa,mmmkepodoSaudauaga
meiunasi jumich tunggakan pojak dalam wakiu 21 (dua puluh satu

DdcmhdSmdaateldmn&xnﬁﬁmggokonpduktusehﬁddm,MnogaSoudaosegao
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN :
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PAJAK HARUS DILUNAS! DALAM WAKTU 21 (DUA KABUPATEN SITUBONDO
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA,

NIP




Bagan Alir 1: Penetapan STFD BPFHTB

Uralan Wajib Pajak Rungsi Penagihan

1. Berdeserken prosedur pembeysran BFHTB sebelumnya,
meaka Fungsl Fenagihan mengarsip S5FD BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wejib Pajak.

2. Fungsl Penagihan memeriksa setisp SSFD BPFHTB terutang
yang tidak/ kurang dibayar, salah tulis, salah salsh hitung, den
kena bungev denda.

3. Ates SEFD BFHTB terutang yang tidak/ kurang dibayar, saleh
tulls, salah salah hitung, dan kena bungs/ denda meaka Fungsi
Penagihan menerbitkan Defter SEFD BPHTB yang tidak/ kurang
dibayar, salah tulis, salsh hitung, dan kena bungs/denda.
Fungsi Fenagihan kemudian mengersip dafter terssbut.

4. Rungsl Penagihan menerbitkan STFD BPHTB berdesarkan
dafter SSFD BPHTB yang tideik/kureng dibayar, salsh tulis,
salah hitung, den kena bunge/denda. Surat Tagihen BFHTB
diostak rangkap 2.

5. Fungsl Penagihan mengarsip STFD BPHTB (lembear 2).

6. Fungsl Penagihan mengirimkan STFD BFHTB (lember 1)
kepada Wajib Pajak.

7. Fungsl Penagihan memperbaharul Daftar STFD BFHTES atas
setiap Surat Tegihan yeng telah dikirimkan kepada Wajib
Fajak.

8. Wajib Pejak membeayarkan BPHTB terutang menurut STFD
BFHTB sesual dengan prosedur pembayaran BRPHTB.

Memperbeharul defter
SIFD

BPHTS
Frosss
:‘-hmb.y-'m cdan
ainnys mengikuti - SIFD
sebelumnys BPHTB
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Bagan Alir 2: Penetapan SIPD Kurang Bayar/ SIPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

2. Fungal Penagihan memeriksa setiap SSFD BPHTB yang telsh
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajek.
Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
dalam SS5FD BPHTE terssbut.

Atas SEFD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsl Penagihan
kemudian menerbitian Deafter 857D BPHTB yang kurang dibayer.

S.Nnﬂ&nqhmjuwmmmlmsmn.nrmg&y.y:&g {

telsh berjangks waktu 8 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Ful
Penagihan memeriksa nilal BPHTB terutang yang tercantum dalem
SFD Kurang Bayar tersebut.

a8 SFD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan

Uraian Wejib Pajak Fungsl Penagihan
1. Berdasarkan prosedur pembeysran BPHTB ssbelumnys, maka Prossdur
Fungsl Penagihan akan mengarsip SSFD BPFHTB yang teish Pambayaran
dibayarkan oieh Wajib Pajak. aPHTB

kemudian menerbitkan Daftar SKFD Kureng Baysr yeng masih
kurang dibayer.

4. Berdassrkan daftar yang telsh dibust, Fungsl Fenaghan
menerbitken SFD Kurang Bayar (rengkap 2) dan SFD Kurang
Bayar Tambashan (rangkap 2).

5. Fungsl Penagihan mengarsip SKFD Kurang Beyar (lembar 2) dan
SGD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

6. Fungsl Penagihan mengirimkan S<FD Kurang Bayer (lembar 1)
dan Kureng Bayar Tambshan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

7. Fungsl Penagihan memperbsharui Deftar S<FD Kurang Bayer stas
;I:: 8FD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wejlb

8. Fungsi Penagihan memperbaharul Deftar SFD Kurang Bayer
Tambshan atas setiap SD Kurang Bayar Tambshan yang telsh

dikirimkan kepada Wajib Pajak.

9. Wajib Pejak menerima SKFD Kurang Bayar/ SiFD Kurang Bayar
Tambashan dan membayarkan BPHTB terutang sssual dengen
prosedur pembayaran BPFHTB.
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Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran

Uraian Wajib Pajak
1. Berdasarken prosedur penetapan Surat Tagihen BPHTE
SKFD Kurang Bayar/ SKFD Kurang Bayar Tambshan, Fungel ~
Penagihan menyimpan: Deftar STPD K&Im 7 (tujuh)
- Defter STPD BPHTB BPHTB hari sejak saat jatuh
- Daftar SKPD Kurang Bayar tempo
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakean daftar-daftar terssbut, Fungsi Defter SEO “3‘9"“‘ o
Penagihan memantau surat ketetapen BPHTB yang akan = Menghubu
mendekat| jatuh tempo. Kurang Beyer ::lde‘:o?\q* melalui >
- Mengirimkan
2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan Deftar SFD Ssrat
menghubungl dan melakukan pendekatan persuasif kepada Kurang Bayar Pemberitahuan den
Wajib Pajak agar melunasi BFHTB yang masih terutang. Tambahan \H )
3. Sstelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran psjak secara mengangsur oleh
Wajib Pejek yang disstujui, maka Fungal Penagihan terus
melakukan pendekatan persuadf kepada Wajib Pajak ager
melunasi BPHTB yang masih terutang.
4. Satelah 7 (tujuh) harl ssjak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pejak yang tidesk disstujul, maka Fungsi FPenagihan
menerbitkan Suraet Teguran (rangkap 2).
Lember 1
5. Fungsl Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). Lamber 1 Lamber 2
Srat Tegren [T Suret Toguran > Qurm Toguran
6. Fungsl Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lember 1) R N
kepada Wajib Pajak. Tol b vt ronon | panar
. (| i Memperbsharul
7. Wajib Pejak menerima Surat Teguran. v f u I
8. Fungsi Renagihan memperbaharui Deftar Surat Teguran atas ’ kb -Hukum (\\/ . m <
setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. A Ty (2 s
Lok 4

Acigcten @
Qe

BN SR H. DADANG WIGIARTO, S.H




LAMPIRAN VI Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal : 0 2 DEC 201%
Nomor : BY  Tahun2011.

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan
dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB
terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa
pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait
objek pajak.

Terkait dengan pemberian pengurangan BPHTB akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
yang memuat tentang kriteria dan kategori pengurangan BPHTB. Prosedur ini
melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang
menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat
Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola dafabase terkait objek pajak, dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan
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C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

kah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan
dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB
kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan
kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Waijib
Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen
tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak
dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan
Dam&lﬁonnasikanudbnmenaﬁkdaabrkaﬁobjekpajakdadoatabaseObjekPajak

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data

terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi)
kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan
data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas
kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam
Peraturan Bupati.
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Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi

yang ditofak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada
Waijib Pajak.

Langkah 12
Waijib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan

prosedur pembayaran BPHTB.
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Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal. 1

—

Menet apkan

PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

YANG TEHRUTANG

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

: Swrat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

NOIIOF - ..ot tanggal............ccoveveenee...

:ahaa'lpemuilmraapemotumpermaaamaaﬂmm

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Remeriksaan:
Nomor e
Tanggal T

b. bahwa terdapat/ tidek terdapet *) cukup dasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Rerolehan Hak atas Tansh dan Bangunan yang terutang;

:1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.
2 Peraturan KepalaDaerah Nomor .... Tahun ... Tentang Pemberian Rengurangan Bea
Ferolehan Hak atas Tansh dan Bangunan.

MEMUTUSKANN

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

: Mengabultkan seluruhnya/ mengsbulkan sebagian/ menalak permohonan pengurangan

Bea Rerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yangterutang kepada Wajib
Rajak:




(Bt ODIOK PAIAK oo
TAUNBPHTB  C.ooooeieieceeeee e s e e ees o]

Atasperdehan hakastand\ dasV atau bangunannya dengan:
Aktal Rissiah Lelang/ Keputusan Pemberian Hald' Putusan Hakim/ Dokumen lainnya**):

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum FERTAMA, maka
Besarnya BPHIByang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a BPHIBTerutang L VO
b. BesamyaPengurangan ( ) :
¢ Janish BRHTByang ssharuswa dibayar [ S,

(98hOBar: ...........ccovnereeeinnneninnneeene e

-

KENGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekaliruan dalam keputusan ini makaakan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT  : a Asii Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajaic

b.Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN SITUBONDO

NIP......ooommnns
") Qoret yang tidak periu
**)  Diisi sesuai keperiuan




& H'S ‘OLNVIOIM ONVAVA 'H

lp”

URMABUST JNPSEOIS LIBUSP TS URIABCRUS LIOIDIEIBL
WP GU4EE VIS VNS SWLSUL Mefled Qi 2L

frnn.ggastisgnw%g
UERNINGE{ WNE MR OMIOUD Busk el UOOLRINDUS
usnabuR: UISIOUR WG UIDRULIOUSU! UBURBING MBund *| |

LB S50y B3L6E OBMOUSLL! UBUBABIR] MOUN ‘0L

(N8I OUBK HNIUN) ElL-HR LEOWSINOURY .‘:..ﬂ"". v‘l.....%:m
OuBA HNIN) BLHAA LIBURINBLRY LENBOURY LIRS 1BING -

P
UBOD|LMLAY] SN0V SIISE UBIKIRALSW UsLsAse: mBund 'S

WULDIUD
yem) Busk yafed HORI0 819D UMLESSE.eq BLH-GE WoussnBued
veniEBued SENLGWNL UBD UYBRIBUS UBUBABRG lund '@

| usuBARmG ROUNY BERA) (BB} LSS BUBK) B0 UINEBLRY
UL UBILULILDUSW IRALLION| B PWC usumcliuad EOURY ‘L

g‘?iﬁ.c!gnaig
Wi UIEOUSL BEULOL] P BN UBURCOUR] ROUNd ‘Q

iR 30

*BOULIOJ| P SIC) LBUSICOUR:] BOUN SPRCEN)
k] UBNOURY WU  LBIULBUSW LSSy BOung ‘¥

VI USNIOUR UL LIIBIKUSLL LEBUSD >Bfed X0
WOUS) WP UBRILLISD UINEOUSLL USIPNULED]  UBUSABR
SOUNY  ‘INCESIST  UBLLIMIOP LSRG ptu..lkﬂ..ln

Kt
QIRA Speden) GiH-GE WoLRNOURY LINEOUNY DWILAL SDLRL
jgiglgggﬁg
usntusd UBLLIMIOP BWINSUBWL  UNY| tuny 2

"LUBUBAB R PO
Spudes GLHCGE URdRIMD 8IS UBUINE Uep uedusiNOusd
wendued SUMNPLUED USLINYOP LEOUBPE HAWBIP BUBA QL8
MOURINBURY LENEOURY WING UDIULBUSW YBRd QISAA °L

PEWIOM P 80T UBySoBue BOun) usuRABIe BBUNY »ofd qilem ueeN

ALHE VEBURINBUG:] LESNINAM| IBING LBAB ISV

Jjiv / ueBeg 'q

C i (



